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LANDASAN TEORI

2.1. Definisi Peranan dan | mplementasi

Peranan menurut Poerwadaminta adalah tindakan giailgikan seseorang
atau kelompok orang dalam suatu peristiwva ( Poeamauta, 1995:751 ).
Berdasarkan pendapat diatas peranan adalah tingakandilakukan orang atau
sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranampaka perangkat tingkah
laku yang diharapkan,dimilki oleh orang ataua sesep yang berkedudukan di
masyrakat dan peranan adalah untuk kepentinganetsngn, keduanya tidak
dapat dipisahkan satu sama lain.

Implementasi sering dianggap hanya merupakan @laks dari apa yang
telah diputuskan oleh legislatif atau para pengarkbputusan, seolah-olah
tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalsny&taannya, tahapan
implementasi menjadi begitu penting karena suahijddean tidak akan berarti
apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baklbdnar. Dengan kata lain
implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijaklksanakan secara
maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan indiselerdapat beberapa
konsep mengenai implementasi kebijakan yang dikakark oleh beberapa ahli.
Secara Etimologis, implementasi menurut kamus VWéebgang dikutip oleh
Solichin Abdul Wahab adalah sebagai berikut:

Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris g@implementDalam

kamus besar websteo, implemen{mengimplementasikan) ber&ti providethe



means for carrying ouimenyediakan sarana untuk melaksanakan sesuanip d
give practical effect tguntuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu
(Webster dalam Wahab (2006:64)).

implementasi selain menurut Webster di atas dielaguga menurut Van
Meter dan Van Horn bahwa Implementasi adalah “#adaindakan yang
dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pegabatau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tenyapaijuan-tujuan yang telah
digariskan dalam keputusan kebijakan” (Van Metar @dan Horn dalam Wahab,
2006:65).

Definisi lain juga diutarakan oleh Daniel Mazmandan Paul Sabatier yang
menjelaskan makna implementasi dengan mengatakavaba

“Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memmahapa yang
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatadédaku atau dirumuskan.
Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk dnmengdrasikannya dan
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat ataui&ejadjadian (Mazmanian
dan Sabatier dalam Widodo (2010:87))".

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan gt di atas,
disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatuakagi atau usaha yang
dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harakeam memperoleh suatu hasil
yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari selaifakan itu sendiri.

Sesuai dengan teori Edwards lll, dan kaitannya @emgplementasi terdapar
empat faktor yang mempengaruhi implementasi sualijdkan yaitu kominikasi,

sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi



2.1.1 Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor penting dalam implentesdbijkan. Penyaluran
komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu prmspkementasi yang baik.
Pada proses komunikasi ini dapat dilakukan melsdsialisasi. Dengan adanya
sosialisasi diharapkan adanya kejelasan tujuan idgrlentasi kebijakan dan
penyalusan sosialisasi
2.1.2 Sumber daya

Faktor sumber daya merupakan salah satu faktor ingentialam
imlementasi kebijakan yang baik. Edwards menyelvubleberapa indikator yang
digunakan untuk melihat sejauh mana sumber dayg yapengaruhi implentasi
kebijakan
2.1.3 Disposisi

Disposisi atau karakter yang dimilki oleh pelaksdm®dbijakan, seperti
komitmen, dan lain sebagainya. Edwards mengungkapbahwa apabila
implentor setuju dengan bagian- bagian isi dariijakn, maka mereka akan
melaksanakan dengan senang hati. Tetapi, jika s#tap pandangan mereka
berbeda dengan pembuat kebijakan, maka prosesnraptasi akan mengalami
banyak masalah.
2.1.4 Struktur birokrasi

Menurut Edwards, salah satu karaktaeristik yangngatdliikenal dalam
struktur birokrasi adalatStandard Operating Procedyrsprosedur standard
Operasi).SOP ini menjadi bagian yang penting dalam struktupkriasi. Dalam

melaksanakan suatu kebijakan harus memilki acudu hatuk memberikan
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petunjuk yang berguna balgnplementor sehingga tidak membingungkan dalam

mengimplemntasikan kebijakan tersebut

2.2, Pajak

2.2.1Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bekdasandang-undang( yang

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa tifhbantraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan uneknbiayai pengeluaran
umum.

Dari definisi tersebut,dapat disimpulkan bahwa pap@miliki unsuru-unsur :

1. luran rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. l@aelut berupa uang (
bukan barang )

2. Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuataangndndang serta aturan
pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negacara langsung dapat
ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditkkein adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, iyglangeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



11

2.2.2. Jenis Pajak
Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia ddip&tdakan menjadi
Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adgitigaaak yang dikelola oleh
Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian d&eleh Direktorat Jenderal
Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Dadaddih pajak-pajak yang
dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkatgfrsi maupun Kabupaten/Kota
A. Pajak-pajak Pusat yang dikelola oleh Direktoratidéeal Pajak meliputi :
1. Pajak Penghasilan (PPh)
PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pritad badan atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh dalamus@iahun Pajak. Yang
dimaksud dengan penghasilan adlah setiap tambamarkpuan ekonomis
yang berasal baik dari Indonesia maupun dari lndoresia yang dapat
digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekagangan nama
dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka peitgh itu dapat
berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadahl|ain sebagainya.
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi §dfana Pajak atau
Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. OrangdPri@rusahaan,
maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Ker& B&u Jasa Kena
Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap basngsh adalah Barang
Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentidianoleh Undang-

undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu seb&8&. Dalam hal
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ekspor, tarif PPN adalah 0%. Yang dimaksud Dengabe&h adalah
wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayahrata perairan, dan
ruang udara diatasnya.

. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajaéntu yang

tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM. Yang dimdldengan Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuherk patau

b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertetdau

c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh nastar

berpenghasilan tinggi; atau

o

. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan statasi

)

. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan|nmoagyarakat,
serta mengganggu ketertiban masyarakat.

. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokureeperti surat

perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayasarat berharga, dan efek,

yang memuat jumlah uang atau nominal diatas junté&atentu sesuai

dengan ketentuan.

. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikain p¢manfaatan tanah

dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat ndemikian hampir
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seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepamaerintah Daerah
baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehlaatas tanah dan atau
bangunan. Seperti halnya PBB, walaupun BPHTB diaedteh Pemerintah
Pusat namun realisasi penerimaan BPHTB seluruhisgrathkan kepada
Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupatda/lkesuai dengan
ketentuan.
B. Pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerak Beopinsi maupun
Kabupaten/Kota antara lain meliputi :
1. Pajak Propinsi
a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendara#tadi Air;
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor,
d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Taren Alir
Permukaan.
1. Pajak Kabupaten/Kota
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
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g. Pajak Parkir.
2.2.3Fungsi pajak
Ada dua jenis fungsi pajak, yaitu
1. Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk bragan
pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur
Pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksandamjakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4 Syarat pemungutan pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatang@rlawanan,

maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat setbegait :

1. Pemungutan pajak harus adil
Pemungutan pajak harus adil,yaitu harus berdasdatgrundang yang
berlaku dan kita sesuaikan dengan wajib pajaknydabg-undang yang
mengatur tentang perpajakan adalah Pasal 23 UUDB {8#u yang
berbunyi:” Pajak dan pungutan yang bersifat unkdéperluan negara
diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal ypagu
diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajaky:yai
a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yardpbarkan UU

tersebut harus dijamin kelancarannya
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b. jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidakedigkukan secara
umum
c. Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan baginagitapajak
Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rgaa #dak
mengganggu  kondisi  perekonomian, baik Kkegiatan yksid
perdagangan, maupun jasa Pemungutan pajak janggaiseerugikan
kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usssyarakat
pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan maheng
. Pemungutan pajak harus efisien
Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemumgyi@jak harus
diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterghinIrendah daripada
biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena igtens pemungutan
pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanBlggan demikian,
wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalarmipgyaran pajak
baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.
. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Pajak dipungut akan sangat menentukan keberhaddm pungutan
pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajdk dalam
menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehiagga memberikan
dapat positif bagi para wajib pajak untuk meninglatkesadaran dalam
pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungp@ak rumit,
orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:
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a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarijatie® macam
tarif

b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi haaya tarif,
yaitu 10%

c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatark
perseorangan disederhanakan menjadi pajak perghg&iPh) yang

berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

Sensus Pajak Nasional

Dasar Hukum:

Dasar hukum Sensus Pajak Nasional adalah UndarggngnNomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cargaja&an

sebagaimana telah diubah beberapa kali diubahhierd&ngan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang- Undang Nomordi#un 1985
tentang Pajak bumu dan Bangunan sebagaiman telabhdbeberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 188#ang Pajak
Bumi dan Bangunan Perturan Menteri Keuangan No/PMB 03/ 2011

tentang Sensus Pajak Nasional

Pengertian Sensus pajak

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpuwtn reengenai
kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas hzsesk, dengan
mendatangi subjek sensus ( orang pribadi atau basama ) di seluruh

Wilayah Indonesia yang dilakukan oleh Direktoratdkral Pajak.
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Sensus pajak Nasional pada dasarnya merupakandeegikstensifikasi
yang proaktif yakni dengan mendatangi subjek pagdara langsung di
lokasi tempat tinggal mereka. Kegiatan ini diikdéngan penyuluhan dan
himbauan kepada wajib pajak untuk membayar danpugtan pajakanya
Pelaksanaan Sensus pajak Nasional secara keselutiliflesanakan oleh
300 KPP Pratama, yang masing-masing membentuk BnitOPelaksana
Sensus ( UPS).
Dalam Sensus Pajak Nasional dilakukan :
a. Pendataan pemilihan NPWP
b. Konsultasi Perpajakan
c. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perpajakan
d. Pengawasan Kepatuhan Kewajiban Wajib Pajak
Sasaran Sensus Pajak Nasional adalah yang tergesbagai :
1. Belum memilki NPWP
2. Belum membayar pajak, agar membayar pajak
3. Memilki utang pajak agar melunasi
4. Belum optimal membayar pajak,agar membayar pajakasedengan
ketentuan
Sensus Pajak nasional dilakukan terhadap oran@dirimaupun badan
usaha yang berada di sentra bisriggh rise building dan kawasan
pemukiman.
Definisi yang dipakai dalam Sensus Pajakn Nasianahurut Buku

Panduan Sensus Pajak Nasional adalah:
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. Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpuaitan rdengenai

kewajiban perpajakan dalam rangka mendatangi méunager basis
pajak dengan cara mendatangi subjek pajak diselumilayah

Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat jendeighR Nasiona

. Responden adalah orang pribadi dan / atau badag, tggah menjadi

wajib pajak ataupun belum, yang memilki dan/ atangat tinggal yang

dijadikan sasaran/ target Sensus Pajak Nasional.

. Pihak yang memilki hubungan dengan responden goabgdi adalah

pihak yang baik secara langsung maupun tidak larggsmemilki
hubungan dengan responden dan berada di lokask sbjesus pada

saat petugas sensus melakukan pencacahan.

. Lokasi subjek pajak adalah domisili, tempat tinggatau tempat

kedudukan subjek pajak

. Cluster adalah daerah kerja dari petugas pencaeatsuS Pajak

Nasional. Daerah kerja tersebut adalah suatu kawgaag memilki
keseragaman pengguna/peruntukan ( sentra Ekonomgh hse

building, perumahan) yang menjadi target dari sepsyak nasional

Tujuan dan Manfaat SPN

Tujuan Sensus Pajak

a. Agar seluruh wajib pajak terdaftar;

b. Agar seluruh objek pajak dikenakan pajak;

c. Agar pelaksanaan kewajiban perpajakan dilaksantd@at waktu dan

tepat jumlah
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Tujuan Lain
a. Untuk meningkatkan kepatuhan WP yang memiliki NPY&Rg belum
mau membayar pajak dan untuk menggaet WP baru.
b. Untuk memperkenalkan dan mensosialiasasikan tenkawgpjiban
membayar pajak kepada masyarakat secara umum.
c. Untuk menambah pendapatan negara disektor pajakvdfib pajak
pribadi maupun badan agar target pendapatan tahbrsa tercapai.
d. Untuk membantu orang yang mau membayar pajak datanbu
bertujuan untuk memberikan sanksi bagi masyarakati dadan
hukum yang belum membayar pajak
Manfaat SPN
a. Menyiapkan data yang akurat atas potensi pajakndalangka
meningkatkan penerimaan pajak;
b. Meningkatkan pelayanan yang berkeadilan bagi makgar(WP)
dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan;
c. Meningkatkan peran serta masyarakat (WP) dalam uhkemd

kelangsungan pembangunan sehingga bangga menjay#i negara.

Mekanisme Sensus Pajak Nasioal

Dalam pelaksanaan Sensus pajak Nasional, pemenmtédkukan upaya
“lemput bola “ yaitu menggunakan metode terjun famg ke lapangan
pendekatan yang dilakukan adalah face to face, ateingrapan Wajib

Pajak tergerak untuk membayar pajak dengan lebtbhhpdan benar.
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Masyrakat yang didatangi petugas Sensus Pajak dastain menjawab
pertanyaan juga dapat menanyakan pertanyaan s@aijar Sensus Pajak
Nasioal ini sekaligus menjaadi sarana untuk merkaerinformasi yang

tepat dan benar terkait pajak.

Gambar 2.1
Siklus Sensus Pajak Nasioal

Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
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Siklus Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)

1. Berkoordinasi dengan pihak ketiga (Pemda, Ketua RRVT|I
pengelola/manajemen gedung perkantoran, perumatzatemen,
perhimpunan, masyarakat).

2. Petugas SPN dengan didampingi oleh pihak ketigaemanresponden
dan menunjukkan Surat Tugas dan Identitas.

3. Petugas SPN memberikan penjelasan kepada resptamnkiaimn SPN.
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4. Petugas SPN meminta kesediaan responden untuk mambamberikan
data.

5. Petugas SPN mengisi FIS (Formulir Isian Sensugjdsarkan data yang
disampaikan oleh responden.

6. Setelah mengecek kelengkapan pengislan FIS dandditangani oleh
responden, petugas SPN menempelkan stiker sensus.

7. Selanjutnya petugas SPN akan menempelkan stikeuset tempat yang
mudah terlihat.berikut stiker sensus di KPP ParatBamekasan

Gambar 2.2
Stiker SPN di KPP Pratama Pamekasan

SENSUS PAJAK NASIOMAL

Bangga
Bayar Pajak

2.3.5. Dokumen yang Digunakan untuk Melakukan SPN

1. Surat Pemberitahuan Sensus.

2. Formulir Isian Sensus (FIS), yakni formulir yangmiriat data-data detil
tentang Subyek Sensus, Lokasi Sensus, dan Kondige® Sensus.
Dokumen FIS. dibedakan antara FIS Orang Pribadi Fd8 Badan.

2.3.6. Objek Pertanyaan Petugas SPN
A. Untuk subyek sensus Orang Pribadi, yang ditanyakéera lain :

1. Status
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2. Tanggungan
3. Sumber penghasilan dan jumlahnya
4. Tenaga kerja

5. Identitas Obyek Pajak

. Untuk subyek sensus Badan, yang ditanyakan aratiara |

1. Identitas Badan

2. Penanggung jawab
3. Kepemilikan Badan
4. Jenis

5. Jumlah Karyawan
6. Kedudukan Badan

7. Identitas Obyek Pajak

Informasi Terkait SPN

Untuk mengolah data hasil SPN, DJP memiliki infnalgiur teknologi

Informasi yang memadai baik dari sisi perangkatagemaupun
perangkat lunak. Dari sisi perangkat keras, DJBhtehemiliki Data

Center (DC) yang berada di Kantor Pusat DJP dasadier Recovery
Center (DRC) di tempat lain yang saling terintegraghingga

ketersediaan sistem informasi dapat terjaga. Sd€@aptor Pelayanan
Pajak (KPP) memiliki minimal tiga server untuk i&pbi lokal, maupun
sebagai klien untuk aplikasi terpusat. Untuk meibgimgkan antar unit

kerja (KPP, Kanwil dan Kantor Pusat), DJP menyeaangan dari
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penyedia jasa jaringan dengan bandwidth berkis@éaran512 Mbps

sampai dengan 10 Gbps.

Dari sisi perangkat lunak, DJP memiliki tiga sistatama yaitu Sistem
Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP), Sstd’erpajakan
Modifikasi (SIPMOD) dan Sistem Informasi dan Mamagn Obyek

Pajak (SISMIOP). SI DJP merupakan sistem terpysatg digunakan
untuk melayani KPP di wilayah Jawa dan KPP MadyalaBgkan untuk
melayani KPP diluar wilayah tersebut, DJP menggan&iPMOD yang

dipasang secara lokal di KPP bersangkutan. Khustik tadministrasi

PBB, DJP menggunakan SISMIOP dan Sistem Informasig@fis PBB

(SIG PBB). Keseluruhan sistem tersebut dibangumyaemenggunakan
teknologi perangkat lunak yang biasa digunakan gefusahaan atau

organisasi yang berskala enterprise.

Dokumen yang Harus Dipersiapkan untuk Keperluan SP

Untuk subyek sensus Badan, antara lain :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)suyixgek sensus
Badan adalah PKP

3. Akte Pendirian

4. Nomor Pelanggan PLN

5. SPPT PBB

6. KTP/Paspor/KITAS Penanggung jawab/Pengurus
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Untuk subyek sensus Orang Pribadi, antara lain :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. Surat Pengukuhan PKP, jika subyek sensus Orangd?rddalah
PKP

3. KTP/Paspor/KITAS

4. Nomor Pelanggan PLN

5. SPPT PBB

2.4. Rangkaian Kegiatan Sensus Pajak Nasional
Rangkaian Kegiatan Sensus Pajak Nasional adalalyaieerikut:
2.4.1 Persiapan
2.4.2 Pelaksanaan
2.4.3.Tindak Lanjut

2.4.4 Monitoring dan Evaluasi

Gambar 2.3
Rangkaian kegiatan Sensus Pajak Nasional
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Secara umum Kegiatan Sensus Pajak Nasional dirdataipenyiapan
data, rencana kerja, tim kerja, dan sarana damamaas pendukung yang
akan menjadi dasar untuk melakukan Sensus Pajalkrida$DIP pada
tahap kegiatan Pelaksanaan. Dokumen Formulir Sarsus (FIS) yang
merupakan hasil pelaksanaan pencacahan akan dilalpgrekaman ke
dalam system.

melalui kegiatan tindak lanjut yang hasilnya akaenjadifeedinguntuk
esktensifikasi dan pengawasan. Selanjutnya hasihitorong dan
evaluasi dari seluruh tahapan Sensus Pajak Nastapmt dijadikan
dasar pembuatan kebijakan oldboard of Directors (BOD)dan
Shareholders

Persiapan

Kegiatan persiapan sebagaimana terdapat dalam gdinteabagi atas
lima bagian utama yaitu:

1. Pembentukan Tim Sensus

Tahapan pembentukan Tim Sensus Tingkat KPP adatblagai

berikut:

a. Kepala KPP menerima dan mempelajari Dasar Hukum dan
Panduan tentang Sensus Pajak Nasional dan menuagdskala
Subbagian Umum untuk membuat konsep Surat Keputusan
Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN.

b. Kepala Subbagian Umum menerima dan mempelajariosiisip

dari Kepala KPP mengenai Dasar Hukum dan Pandudanig
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Sensus Pajak Nasional dan menugaskan Pelaksanadgsarbb
Umum untuk membuat konsep Surat Keputusan Kepal® KP
tentang Susunan Tim SPN.

c. Pelaksana Subbagian Umum menyusun Konsep Suratu&sou
Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN dan menyampsi&an
kepada Kepala Subbagian Umum.

d. Kepala Subbagian Umum menelaah dan memaraf Konkep S
Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN serta menyaarpaii
kepada Kepala KPP.

e. Kepala KPP menyetujui dan menandatangani SK Kel&R
tentang Susunan Tim SPN dan menugaskan Pelaksabadian
Umum melalui Kepala  Subbagian Umum untuk
mengadministrasikan SK.

f. Pelaksana Subbagian Umum menatausahakan dan mekagiri
SK Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN kepada Tih &P
Kantor Pelayanan Pajak.

2. Pembuatan Rencana Kerja

Tahapan pembuatan rencana kerja Tingkat KPP

a. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPP tentangn&nshim
SPN, Ketua Tim menugaskan seluruh Ketua Sub Tinukunt
menyiapkan bahan dan data sebagai bahan penyu&onaap
rencana kerja Sensus Pajak Nasional untuk kemulkampilasi

dan disusun konsepnya oleh Sekretaris Tim SPN.
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b. Seluruh Ketua Sub Tim beserta anggota menyiapkaarbdan
data, bahan dan data tersebut paling sedikit ntelipu
1) penentuan lokasi,

2) jumlah Objek Pajak yang akan disensus,

3) sumber dana dan satuan biaya,

4) jadwal pelaksanaan, dan

5)  struktur tim (Surat Keputusan Kepala KPP tentanguan
Tim SPN di Kantor Pelayanan Pajak dilampirkan dalam
rencana kerja),
Hal tersebut akan menjadi bahan penyusunan konsep
rencana kerja Sensus Pajak Nasional.

c. Sekretaris Tim SPN menugaskan Pelaksana SekrefamabPN
untuk mengkompilasi bahan dan data serta menyusunsek
rencana kerja Sensus Pajak Nasional.

d. Pelaksana Sekretariat Tim SPN mengkompilasi balzan dhta
sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerjasSEagak
Nasional dan menyusun konsep rencana kerja Senagjak P
Nasional, kemudian menyampaikan konsep tersebutadeep
Sekretaris Tim SPN.

e. Sekretaris Tim SPN menelaah dan memaraf konsepamanc
kerja Sensus Pajak Nasional serta meneruskan konsep

tersebut kepada Ketua Tim SPN.
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f. Ketua Tim SPN menerima, mempelajari, membahas denga
seluruh Ketua Sub Tim, menyetujui, dan menandatanga
rencana kerja Sensus Pajak Nasional dan menugaskan
Pelaksana Sekretariat Tim SPN melalui Sekretaris SPN
untuk mengadministrasikan rencana kerja.

g. Pelaksana Sekretariat Tim SPN menatausahakan dan
menyampaikan usulan rencana kerja Sensus Pajakridhsi
di Kantor Pelayanan Pajak kepada Tim SPN di Kantor
Wilayah

h. melalui Subbagian UmumSQOP Tata Cara Penyampaian
Dokumen di KPP

3. Penyediaan Data
a. Penyediaan data dilakukan oleh Subtim Pengolahata Dan
Pelaporan KPP yang dibantu oleh Direktorat Tekriolofprmasi
Perpajakan selaku Bidang Data dan Informasi dalam FPN
Tingkat Kantor Pusat. Tahapan proses penyediaam Taigkat
KPP /Subtim Pengolahan Data dan Pelaporaihccqunt
RepresentativeOC SISMIOP dan OC SIG) adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pencetakan Peta Blok. Melakukan matchi@dp-
AR dengan menggunakan Aplikasi SISMIOP.
2. Mengupload data matching NOP-NPWP dalam bentuk file
excel (dalam hal AR telah memiliki data Matching RO

NPWP).
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3. Mengupload data daftar Tenant dalam bentuk fileekexc
(apabila tersedia).

4. Melakukan clustering atas peta blok sesuai dengan skala
prioritas pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (dRBh A
4.1.Merekam nama Cluster
4.2.Memilih kawasan Cluster
4.3.Memasukan data Objek PBB pada basis data SISMIOP

untuk tiap Cluster
4.4.Merekam data matching NOP-NPWP secara manual
4.5.Menentukan prioritas Cluster dan alasannya

5. Ketua Sub Tim Penyisiran melakukan penetapan Clysieg
akan dilakukan pencacahan melalui sistem.

6. Melakukan pencetakan Daftar Penugasan Sensus melalu
sistem.

7. Melakukan pencetakan Data Tenant (jika tersedia)aloie
sistem.

8. Menyiapkan data pendukung/data pihak ketiga ap&dritzdia

4. Logistik (SDM, Sarana dan Prasarana dan Keuangan)
a. Sumber Daya Manusia
Seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelpketagas
dalam rangka Sensus Pajak Nasional. Proses iniputieli
perencanaan SDM, rekruitmen dan seleksi Petugazkd$eia

Sensus Non PNS, serta adminitrasi SDM. Hal-halaierRDM
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yang perlu diperhatikan dalam Sensus Pajak Nasiadalah

sebagai berikut:

1. Unit Pelaksana Sensus dapat berasal dari pegaw@i DJ
(Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP) di KPP dan IKanwi
setempat maupun dari Petugas Pelaksana SensusN®n-P

2. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS hdidanpingi oleh
Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP dalam pelaksanaan
pencacahan.

3. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS yang direkrut
diutamakan mahasiswa dan/atau lulusan PerguruaggiTin
serta tidak berpotensi menimbulkan masalah terkait
ketenagakerjaan.

4. Perekrutan Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS ditakuk
oleh masing-masing KPP.

5. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS yang direkrutkdie
pelatihan oleh masing-masing KPP mengenai TUPOK&I-n
dan Pengetahuan Dasar Perpajakan.

6. Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS harus dibuatkah Su
Perintah Kerja Kepala Kantor selaku PPK.

7. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Petugas
Pelaksana Sensus Non-PNS diberikan tanda pendgaumsuig,

memakai rompi seragam dan didampingi oleh pegawgi. D
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b. Keuangan
Logistik keuangan merupakan seluruh kegiatan yang
berhubungan dengan alokasi anggaran, pertangguailogeny
serta pelaporan keuangan dari Sensus Pajak Nasiargibktik
keuangan merupakan informasi untuk penyusunan [Ranca
Kerja. Selanjutnya Rencana Kerja dipergunakan sebatat
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Sensus Paakdladan
pelaporan manajerial. Proses bisnis keuangan diatsendiri
dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tengtagdar
Biaya Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

c. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana adalah seluruh kegiatan gamgbbngan
dengan pengadaan, pengelolaan aset dan logistiamael
berlangsungnya Sensus Pajak Nasional. Proses imagtian
ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuh&i@mas
pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Pengadaan sdasna
prasarana mengikuti prosedur pengadaan barangadansgsuai
Keppres 54 Tahun 2010.

5. Koordinasi Internal dan Eksternal

Tahapan proses koordinasi internal adalah sebagiul

a) Ketua Tim melaksanakan rapat terkait pembagian stuggta
wewenang dalam Tim SPN baik di Tingkat KPP, di Kag

Kanwil, maupun di tingkat Koordinator Pelaksana aydh
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(tingkat nasional). Output yang dihasilkan dalami gaoses ini
antara lain adalah Laporan Hasil Rapat, Keputudan, Surat
Tugas.

Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat KPR ddantu Sub
Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat Kanwil mledanakan
proses sosialisasi dan/atau pelatihan pelaksarer@us kepada
Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP dan PetugasaPRelaks
Sensus Non-PNS.

Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi juga melakukamutasi
proses pelaksanaan sensus untuk melatih petugasgkam
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjamin prosescaeahan

agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Tahapan koordinasi dan sosialisasi yang dilakukd@lah sebagai

berikut;

a)

b)

Ketua Tim SPN melalui sekretariat tim menyampailamat
pemberitahuan kegiatan Sensus Pajak Nasional kepduk
ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT,
pengelola/manajemen perumahan/apartemen, perhimpuzan
tokoh masyarakat) dan melakukan koordinasi untukemtikan
waktu pelaksanaan sensus.

Ketua Tim SPN melalui sekretariat tim dapat menyaiksm

surat permohonan pendampingan kepada aparat keareahkait
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(POLRI, TNI

Terkait program sosialisasi pelaksanaan Sensuk R&jaional,

Tim SPN mempersiapkan bahan dan materi publikasagse

berikut:

1. Menetapkan lokasi (sentra ekonomi) yang akan dkgadi
tempat pelaksanadaunchingyang serentak diselenggarakan
di seluruh Indonesia pada 29 September 2Qagmhtdtive.
Tema publikasi dan sosialisasi adalah ajakan untuk
mensukseskan program Sensus Pajak Nasional.

2. Apabila wilayah kerja Kanwil DJP/KPP berada dalaatus
Provinsi/Kabupaten/Kota atau meliputi lebih daritusa
Provinsi/Kabupaten/Kota, maka Ketua Tim SPN Tingkat
KPP/Penanggung Jawab Tim SPN Tingkat Kanwil agar
berkoordinasi dengan Ketua Tim SPN Tingkat
KPP/Penanggung Jawab Tim SPN Tingkat Kanwil lainnya

3. Melakukan pendekatan kepada Kepala Daerah, Muspita
pejabat instansi terkait mengenai rencana launcldmiN
secara serentak.

4. Mengundang media massa untuk meliput kegiatan langc
Melakukan pengumuman tentang saat dimulainya langch
di media massa.

5. Kegiatan di atas agar dilakukan dengan mempertigkzan

ketersediaan sumber daya yang ada (anggaran, SDM)
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d. Terkait program sosialisasi pelaksanaan Sensuk R&jaional,
Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi dan Sub Tim Sardan
Prasarana mempersiapkan bahan dan materi pubkledsigai
berikut:

1. Selling Nameadalah “AJAK.....! * yang akronimnya adalah
Ayo Peduli Pajak. Selain itu AJAK juga memiliki nrak
mendorong diri sendiri dan orang lain antara lAjak daftar
NPWP!; Ajak bayar Pajaknya!; Ajak lapor SPT-nyaljaldA
yang lainnya!; dan lain-lain yang dapat disesuaidlangan
local content

2. Tag Lineyang digunakan adalah antara lain sebagai berikut:
Komitmen untuk kemakmuran; Pajak untuk kemakmuran;
Pajak untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Komitmen
untuk Pembangunan dan Kesejahteraan; Pajak itugiyan
Negara; Peduli untuk Negeri; Kejujuran Anda untugghiri;
Untuk Indonesia Lebih Baik dan Mulai dari Diri Sémd

3. Media yang digunakan sosialisasi antara lain adxiaft
media cetak, seminar yang berkaitan dengan UMKM]jiane
online, SMSBlast Outodoor Kit(Umbul-Umbul, spanduk,
Balihoo, poster, leaflet billboard), Indoor Kit (poster,
hanging banner hanging mobile lift branding, escalator

branding, Media Alternatif (kesenian rakyat, keterlibatan
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masyarakat melalui lomba-lomba tentang Sensus dgk)p
pendirian Pojok Pajak atau mobil keliling, dan t&m.

4. Penyiapan cindera mata/apresiasi kepada responelesus
Pajak Nasional atas kesediaannya mengisi FIS. Bentu
cendera mata antara lain berupa pulpen, topi, hdkes,
buku pintar pajak, kaos, sticker gaul, payung, dsb.

5. Penyiapan materi tersebut di atas dilakukan dengan
mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada
(anggaran, SDM).

e. Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingkat KPPshsa dengan
Koordinator Tim Publikasi dan Sosialisasi di tingK&anwil
melakukan sosialisasi sebelum pelaksanaan prosesagahan
dengan tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan siaran pers secara langsungoguers
dan wawancara langsung) maupun tidak langsung iterka
pelaksanaan SPN.

2. Sosialisasi pelaksanaan SPN kepada masyarakatshetda
pilihan media

3. Melakukan sosialisasi dengan memberikan informapakia
calon responden di lokasi target sensus yang akaju,d
terkait rencana pelaksanaan pencacahan, palingatamb
(tujuh) hari kalendar sebelum dilaksanakan di Iols&htra

ekonomihigh rise buildinggemukiman tersebut.
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2.4.2. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
Proses pelaksanaan sensus terbagi menjadi 3 lfagén utama sebagai
berikut:
1. Proses Pencacahan
Proses Pencacahan merupakan proses pengambilan ddata
responden (subjek/objek sensus) yang dilakukan gletugas
lapangan dari Sub Tim Penyisiran dan selain itu Suh lain
(Publikasi dan Sosialisasi, Sarana dan Prasararenberikan
dukungan di lokasi kegiatan. Koordinator Penyisimin tingkat
Kanwil dan Koordinator Pelaksana Wilayah (tingkaasional)
memberikan asistensi kepada Tim Sensus KPP cq. Bob
Penyisiran.
2. Proses Pelaporan
Tahapan proses pelaporan harian adalah sebadaitberi
a) Sub Tim Penyisiran setelah proses pelaksanaan Sdétejak
Nasional setiap harinya mengisi kolom isian yang ddlam
DPS sesuai dengan kondisi lapangan dan respomedaonden
dalam Dokumen FIS dan lampirannya
b) DPS yang telah diisi kolom isiannya menjadi Dokuniaftar
Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS)
c) Sub Tim Penyisiran melakukan rekapitulasi Dokumeaiftdy

Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS) dalam Laporan Palzan
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Harian Sensus Pajak Nasional dan diserahkan kdfetda Sub
Tim Penyisiran serta diadministrasikan
3. Proses Asistensi
Proses Asistensi merupakan proses yang dilakulednTim Sensus
Pajak Nasional Tingkat Kanwil dan Koordinator Lagan (Tim
Sensus Tingkat Pusat) dalam mengawal pelaksanasusS®ajak
Nasional. Proses ini mendapatkaput dari Proses Persiapan berupa
Rencana Kerja, LHR, Surat Tugas, dll sehingga neda@p proses
proaktif dalam memberikan asistensi. Proses asistgrang
dilakukan melekat dalam setiap tahapan pelaksaBaasus Pajak

Nasional.

2.4.3. Tindak Lanjut
Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional merupakaneprpgngolahan data

FIS hasil Sensus yang dimulai dari perekaman himdgsifikasi untuk menjaga
keakuratan data dan mendistribusikan FIS sesuagagertindak lanjut yang
dibutuhkan. Output yang dihasilkan dari kegiatan ini menjafiieding yaitu
Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi) dan Pengawad&giatan Tindak Lanjut
memiliki 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:
1. Perekaman FIS.

Perekaman data adalah rangkaian kegiatan lanjuttelals dilakukan

pencacahan. Perekaman data dilakukan dalam apjiaagitelah disediakan

oleh Direktorat TTKI dan TIPOutputyang dihasilkan dari perekaman data
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adalah data hasil perekaman (DHR) dari dokumen FIS.

Validasi.

Validasi data bertujuan untuk menjamin keakuratarekaman data Sensus

Pajak Nasional. Validasi data merupakan rangkagayiakan membandingkan

data yang ada di fisik dokumen FIS dengan hasiéqznan data dalam

aplikasi Sensus Pajak Nasion@utput yang dihasilkan dari validasi ini

adalah data valid hasil sensus.

Klasifikasi (by System

Perluasan basis pajak (Ekstensifikasi) adalah @@agk aktivitas dalam

rangka memperluas basis Wajib Pajak dengan menamalah Wajib

Pajak. Hasil Sensus Pajak Nasional yang masuk datases Ekstensifikasi

akan ditindaklanjuti melalui 3 (tiga) tahapan pobesnis, yaitu:

a. Pemberian Himbauan Pendaftaran.
Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah kegpenerbitan Surat
Himbauan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkannyhri agar
mendapatkan identitas berupa NPWP atau NOP. Suratbatan
Pendaftaran adalah informasi atau data Wajib Pgglg belum ber-
NPWP dari kegiatan Tindak Lanjut Sensus Pajak Masiaan data
pemberi kerja dari Kegiatan Pengawasaatputdari kegiatan Penerbitan
Surat Himbauan Pendaftaran adalah data Wajib Bajady telah dihimbau
dan Surat Himbauan Pendaftaran ke Wajib Pajak.

b. Pemantauan Himbauan Pendaftaran.

Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah pengawasaegspon Wajib
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Pajak terhadap penerbitan Surat Himbauan Pendafia@ut Pemantauan
Himbauan Pendaftaran adalah data Surat HimbauadaRaran yang

telah disampaikan ke Wajib Pajak. Output Prosesi8i$emantauan
Himbauan Pendaftaran adalah Laporan PengawasarbRamédimbauan

Pendaftaran yang akan digunakan sebagai dasar galarouatan usulan
daftar Nominatif Pemeriksaan tujuan lain dalam kangoenerbitan

NPWP/PKP atau Daftar Nominatif Usulan Pemberian NP{aryawan)

yang akan diteruskan ke Proses Bisnis Registrasi.

. Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan.

Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan hdedgiatan untuk
membuat usulan Pemeriksaan Tujuan Lain dalam ramgkaberian

NPWP secara jabatan. Wajib Pajak yang tidak meikdoetanggapan atas
himbauan NPWP dalam jangka waktu yang telah dikamtunaka akan
diusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Tujuan Laiput Proses Bisnis
Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan hdida hasil respon
Wajib Pajak atas Surat Himbauan Pendaftaran yalafy @isampaikan.

Output Proses Bisnis Pembuatan Usulan Daftar NdihiRameriksaan

berupa usulan daftar nominatif pemeriksaan tujuEn talam rangka
pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/ateagpkuhan

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan diteruskaRréses Bisnis
Pemeriksaan. Tahapan prosedur operasi dari tata @€anerbitan

Himbauan Pendaftaran mengacu pada SOP nomor KRP&@ntang

Tata Cara Penerbitan Daftar Nominatif Usulan SPI3 Bi&tensifikasi.
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2.4.4. Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data g&mgukuran

kemajuan atas objektivitas program./ memantau pé¥ai, yang focus

pada proses dan keluaran.

a. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang lakukan.

b. Monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas ldganan yang kita
berikan.

Evaluasi adalah penggunaan metode penelitian saoi@lk secara

sistematis menginvestigasi efektifitas program. nitae kontribusi

program terhadap perubahan (goal/objektif) dan laierkebutuhan

perbaikan, kelanjutan atau perluasan program (rekolasi)

a. Evaluasi memerlukan desain studi/penelitian.

b. Evaluasi terkadang membutuhkan kelompok kontrou dtalompok
pembanding

c. Evaluasi melibatkan pengukuran seiring dengan lbenga waktu

d. Evaluasi melibatkan studi/penelitian khusus

Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuknilaie dan
melakukan evaluasi atas keseluruhan pelaksanaauseajak Nasional.
Input yang masuk dalam rangkaian kegiatan ini berasal plarses
pelaksanaan sensus berupa laporan pelaksanaan, ldaia dari proses
tindak lanjut berupaegister atau laporan hasil perekaman FIS. Secara

umum, keseluruhan proses pelaporan dalam Sensak Rajional ini
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akan digeneratemelalui sistem aplikasi Sensus. Berdasarkan hse e,
setiap pengguna maupun manajemen akan dapat mkpatan hasil
pelaksanaan sensus secaeal time sesuai dengan kewenangannya.
Outputyang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi iniupa kebijakan

baik di tingkat Kanwil maupun Kantor Pusat.





